
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI  PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
 

NOMOR 44 TAHUN  2025 
 

 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI  PURBALINGGA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2026; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

SALINAN 



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
6323); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1114); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
PURBALINGGA TAHUN 2026. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

2. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.  

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah 
BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga. 

7. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA 
Kabupaten Purbalingga. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 
yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 
sampai dengan Tahun 2045.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari 
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.  

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa 
Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi 
Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.  

 



 

 

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD. 

15. Rencana  Kerja Perangkat Daerah yang  selanjutnya  disebut  Renja PD  
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

                                Pasal  2 
 

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026. 

 

Pasal 3 
 

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman 
dalam:  

a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran 2026;  

b. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Purbalingga; dan 

c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026. 
 

Pasal 4 
 

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 
sistematika sebagai berikut:  

 

a. BAB I : PENDAHULUAN; 
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; 
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; 
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; 

f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 
DAERAH;dan 

g. BAB VII : PENUTUP. 
 
 

Pasal 5 
 
 

 

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



    Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purbalingga. 

 
 

 
 

     Ditetapkan di Purbalingga 
     pada tanggal 7 Juli 2025 

   BUPATI PURBALINGGA, 
 

                                                                                   Ttd 
 

          FAHMI MUHAMMAD HANIF 
 

 
 
Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Juli 2025 

   SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 
 
                 Ttd 
 
         HERNI SULASTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 44 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

 
SOLIKHUN,S.H,M.H 
Pembina Tingkat I 

NIP.19730310 199903 1 007 
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